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PENDAHULUAN 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses fundamental dalam 

sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan norma hukum yang 

berkualitas, legitim, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Peraturan perundang-undangan 

merupakan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 

Menurut Bagir Manan, Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku 

yang bersifat atau mengikat umum. (Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, 2023). 

Dalam konteks negara hukum, pembentukan undang-undang tidak hanya dipahami 

sebagai proses formal legislasi, tetapi juga harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, 

kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan 

yang berfungsi sebagai standar normatif yang mengarahkan proses perumusan, pembahasan, 

hingga penetapan regulasi. (Rokilah, 2021) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi 

penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan 

metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. (Ade 

Onny Siagian, 2021). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

merupakan hasil pembaharuan hukum pidana nasional sebagai pengganti Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana warisan kolonial yakni Belanda. Undang-undang ini dipandang 

sebagai langkah progresif alam mewujudkan kedaulatan hukum nasional yang berlandaskan 

nilai-nilai Pancasila. Namun pada prosesnya tidak terlepas dari berbagai kritik, khususnya 

terhadap aspek transparasi, partisipasi publik, serta konsistensi asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, keberlakuan Pasal 218 tentang 

penghinaan presiden dimana bunyi pasal tersebut dianggap membatasi kebebesan 

berekspresi publik karena terjadinya keterbesan dimana publik atau warga negara Indonesia 

dalam menyampaikan pendapatnya. Pasal 218 ayat (1) KUHP baru menyebutkan bahwa:  
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"Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat 

diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” 

Kalimat penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta ruang 

lingkup untuk kepentingan umum atau pembelaan diri menuai kontroversi karena dianggap 

berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal dengan penafiran yang kurang tegas seperti 

KUHP peninggalan kolonial yang sebelumnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal serupa dalam 

KUHP lama bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.(Abya, J., Abas, M., 

Rahmatiar, Y., & Lubis, 2024).  Dalam praktik ketatanegaraan, supremasi konstitusi menuntut 

agar setiap norma hukum tidak bertentangan dengan Undang - Undang Dasar tahun 1945 

sebagai hukum tertinggi. (Jimly Asshiddiqie, 2010). 

Keberlakuan living law (hukum adat) dalam KUHP baru  juga dipandang berpotensi 

menimbulkan disrupsi normarif pembentukan perundang-undangan. Pasal 597 menyatakan 

bahwa:  

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam 

masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.” 

Risiko multitafsir pada Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang membuka ruang subjektivitas hakim dalam 

menentukan esensi hukum adat yang   layak   diintegrasikan   ke   dalam   putusan   pidana   

formal.   Ketidakjelasan semantik   ini   tidak   hanya   bertentangan   dengan   prinsip   kepastian   

hukum (rechtszekerheid)   sebagai   salah   satu   pilar   utama   negara   hukum   sebagaimana 

diamanatkan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945. (Zein Novita D.ahili, 2026). 

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif asas kejelasan 

rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian ini penting dilakukan 

untuk menilai sejauh mana proses pembentukan dan substansi KUHP baru  telah memenuhi 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada asas kejelasan rumusan yang 

berhubungan dengan adanya kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum nasional yang tidak hanya 

berorientasi pada pembaharuan hukum pidana, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip 
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negara hukum demokratis dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang 

benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian yang 

digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum 

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015)  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum seperti jurnal-jurnal 

hukum. Serta, bahan hukum tersier berupa surat kabar, artikel, dan internet. Pengumpulan 

bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen 

secara konvensional seperti membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan teknologi 

informasi. (Ade Onny Siagian, 2021) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Penerapan Asas Kejelasan Rumusan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam sistem hukum Indonesia, 

disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan 
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(Anggono, 2020). Penyusunan atau pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

berlandaskan pada asas-asas yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian 

antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan 

kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena menggantikan 

Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak masa 

penjajahan. Pembentukan KUHP nasional tidak hanya bertujuan untuk melakukan kodifikasi 

hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai negara, perkembangan masyarakat, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan hukum nasional yang modern. 

Akan tetapi, di balik tujuan besar tersebut, masih terdapat berbagai pandangan kritis yang 

menyatakan bahwa pembentukan KUHP baru  belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam pembentukan KUHP baru terdapat asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang dianggap belum diterapkan secara optimal yakni asas kejelasan rumusan. 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan penjelasan huruf g, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap 

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas 

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

Dalam hukum pidana, kejelasan rumusan merupakan hal yang sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana 

berdasarkan aturan yang jelas dan pasti. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP baru  

dianggap masih mengandung norma yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Misalnya, ketentuan pasal mengenai 

penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, serta hukum yang 

hidup dalam masyarakat (living law) dinilai memiliki batasan yang belum jelas dan dapat 

membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. (Hiariej, 2015)  
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Pasal 218 tentang penghinaan presiden dimana bunyi pasal tersebut dianggap 

membatasi kebebesan berekspresi publik karena terjadinya keterbesan dimana publik atau 

warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya. Pasal 218 ayat (1) KUHP baru  

menyebutkan bahwa:  

"Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat 

diri Presiden  atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” 

Pasal 218 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden 

dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terbuka. Unsur utama pasal ini terletak pada frasa 

“menyerang kehormatan atau martabat”, yang dalam doktrin hukum pidana merupakan 

konsep yang bersifat abstrak dan relatif (Rizki Pitri Julianti, 2025). Kehormatan dan martabat 

tidak memiliki batasan yang objektif, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh konteks 

sosial, budaya, dan subjektivitas aparat penegak hukum. Pembedaan antara kritik dan 

penghinaan sering kali susah dibedakan, terutama kritik yang disampaikan secara keras, satir, 

atau menggunakan bahasa yang tidak formal dapat ditafsirkan sebagai penghinaan, meskipun 

substansinya ditunjukkan untuk kepentingan publik. Oleh karena  itu, Pasal 218 KUHP 

menuntut kehati-hatian dalam berpendapat. (Jusnizar Sinaga, 2025) 

Merujuk dari Pasal 219 mengenai Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabak 

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berbunyi: 

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau 

gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar 

oleh umum, atau  menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi 

penyerangan kehormatan atau  harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau 

Wakil Presiden dengan maksud agar isinya  diketahui atau lebih diketahui umum, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling 

banyak kategori IV”. 

Pasal ini mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarluaskan 

muatan yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga 

dengan demikian, titik tekan pasal ini bukan pada penciptaan pernyataan penghinaan, 

melainkan pada tindakan penyebarluasan kepada publik. Dalam perspektif hukum pidana, 

Pasal 219 memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban 
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pidana. Tidak hanya pembuat konten, akan tetapi juga pihak yang menyebarluaskan konten 

tersebut dapat dikenai sanksi pidana (Moeljatno, 2002). 

Keberadaan hukum adat (living law)  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang  bersifat  tidak  tertulis  dijadikan  sumber  

hukum  pidana,  muncul  potensi pergeseran makna asas legalitas, dimana asas ini 

menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas 

dan tertulis sebelumnya. Norma sosial yang berbeda antar daerah dapat menimbulkan standar 

penilaian yang tidak seragam terhadap suatu perbuatan. Kondisi ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan dalam hukum pidana nasional. 

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, asas kejelasan rumusan memiliki tujuan 

agar setiap norma hukum mudah dipahami, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara 

konsisten (Ansori, 2022). Oleh karena itu, jika suatu ketentuan masih menimbulkan 

perdebatan di antara masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa prinsip kejelasan rumusan 

belum diterapkan secara efektif saat penyusunan KUHP Baru. 

Asas kedayagunaan dan kehasilan juga dianggap menjadi sorotan dalam penyusunan 

KUHP Baru. Menurut Pasal 5 penjelasan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Peraturan 

Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini menghendaki agar 

suatu peraturan benar-benar memberikan manfaat dan dapat diterapkan secara efektif di 

masyarakat. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP Baru justru dinilai sulit diterapkan 

secara objektif dan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum. 

(Rizka, Nunik Nurhayati, 2025)  

Ketentuan mengenai moralitas seperti seperti perzinahan dalam Pasal 411 dan Pasal 412 

KUHP Baru dipandang sebagian kalangan terlalu masuk ke ranah privasi masyarakat. 

Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan overcriminalization atau kriminalisasi yang 

berlebihan terhadap perilaku privat warga negara (Suhariyono AR, 2022). Kondisi ini 

menujukkan bahwa asas kejelasan rumusan dalam beberapa muatan KUHP Baru masih 

diperdebatkan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat modern. 

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, masih terdapat 

pandangan bahwa penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 
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proses pembentukannya belum sepenuhnya optimal, terutama asas kejelasan rumusan masih 

menjadi titik kritik yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas pembentukan 

undang-undang di Indonesia. Evaluasi tersebut penting agar pembentukan hukum nasional 

benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi 

manusia. 

2. Implikasi Yuridis terhadap Ketidaksesuaian Penerapan Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman fundamental 

dalam proses pembentukan suatu peraturan agar menghasilkan produk hukum yang 

berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta sesuai dengan prinsip negara hukum. 

Ketidaksesuaian penerapan asas-asas tersebut dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan berbagai 

implikasi yuridis. Salah satu implikasi yuridis yang paling mendasar adalah berkurangnya 

legitimasi hukum terhadap undang-undang yang dibentuk. (Asshiddiqie, 2021).  

Ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat 

berimplikasi pada potensi pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah 

Konstitusi. Apabila pembentukan undang-undang dianggap tidak memenuhi prinsip 

partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), maka undang-undang tersebut 

dapat dipersoalkan secara formil (Hamdan Zoelva, 2022). Implikasi yuridis juga terlihat pada 

munculnya ketidakpastian hukum akibat ketidaksesuaian penerapan asas kejelasan rumusan. 

Dalam hukum pidana, rumusan norma harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar memenuhi 

prinsip lex certa dan lex stricta. 

Implikasi yuridis lainnya adalah terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-

undangan. Ketika materi muatan dalam KUHP tidak sinkron dengan undang-undang sektoral 

lainnya, maka dapat muncul konflik norma dalam penerapannya (Bagir Manan, 2020). 

Misalnya, beberapa ketentuan pidana dalam KUHP berpotensi tumpang tindih dengan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pers, dan Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi (Firly Manan, 2023). 

Prinsip lex certa adalah asas dalam hukum pidana yang menghendaki agar suatu 

ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan 

adanya kejelasan rumusan tersebut, setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang 

dilarang dan sanksi apa yang dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan hukum tersebut 
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(Andi Hamzah, 2020). Prinsip lex stricta adalah asas dalam hukum pidana yang menghendaki 

agar ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai bunyi undang-undang dan tidak 

boleh diperluas melalui analogi (Andi Hamzah, 2020). Prinsip ini merupakan bagian dari asas 

legalitas (nullum crimen nulla poena sine lege), yang bertujuan melindungi hak warga negara 

dari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.1 Ketidakpastian hukum 

tersebut dapat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas 

kebebasan berekspresi dan kepastian hukum yang adil. (Ni’matul Huda, 2021). 

Dengan demikian, ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan 

berbagai implikasi yuridis, antara lain berkurangnya legitimasi hukum, potensi judicial 

review, ketidakpastian hukum, ancaman terhadap perlindungan hak asasi manusia, 

disharmonisasi regulasi, serta hambatan dalam efektivitas implementasi hukum pidana 

nasional. Oleh karena itu, penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

secara konsisten menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keberlakuan 

suatu undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. 

KESIMPULAN 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang 

bertujuan mewujudkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. 

Namun, dalam proses pembentukannya masih terdapat beberapa kelemahan dalam 

penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan 

rumusan masih menimbulkan norma yang multitafsir sehingga serta dalam pelaksanaannya 

belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembentukan undang-undang masih perlu 

disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak 

asasi manusia. 

Selain itu, ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menimbulkan implikasi yuridis yang cukup serius, seperti berkurangnya 

 
1 Loc. Cit, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 27. 
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legitimasi hukum, potensi pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, ketidakpastian hukum 

akibat norma yang multitafsir, serta kemungkinan terjadinya disharmonisasi dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, 

harmonisasi, dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam KUHP Baru melalui penerapan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan optimal. Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu memperkuat partisipasi publik, memperjelas 

rumusan norma sesuai prinsip lex certa dan lex stricta, serta meningkatkan sosialisasi dan 

pemahaman aparat penegak hukum agar penerapan KUHP Baru dapat berjalan efektif, 

demokratis, dan selaras dengan prinsip negara hukum. 
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